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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan (verzekering) sudah merupakan bagian 

esensial dan memegang peranan yang penting didalam perkembangan pembangunan

dan perekonomian.

“Asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana 
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberi premi 
asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan ”1.

Dari dasar-dasar pengertian di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari

asuransi yaitu:

1. Subyek hukum, yaitu penanggung dan tertanggung sebagai para pihak;

2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada

penanggung;

3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi;

4. Ganti rugi, yaitu pemberian asuransi.

Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian yang secara umum pengaturannya 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku I bab kesembilan,

Pasal 246 sampai Pasal 286, bab X Pasal 287 sampai 308, sedangkan dalam buku II

http / geogle. com / Aspek Asuransi Dalam E- commerce l Diakses tanggal 31 Agustus 2006

1
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diatur dalam bab IX Pasal 392 sampai 6*0 dan bab X Pasal 686 sampai 693. Selam 

itu asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha 

Perasuransian dan tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal

1320-1337 KUHPerdata.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian 

kerugian, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang 

diperkirakan akan terjadi dan akan diderita oleh tertanggung dimana kerugian 

tersebut seimbang jumlahnya dengan kerugian sesungguhnya yang diderita

tertanggung..

Dalam menjalankan perjanjian asuransi ada beberapa prinsip yaitu pnnsip

kepentingan (insurable interest), prinsip itikad baik (utmost good faith\ prinsip

keseimbangan (andemniteit principle), prinsip subrogasi (subrogation principle),

pnnsip sebab akibat, pnnsip kontnbusi. Dan beberapa pnnsip tersebut, prinsip itikad

baik (good faith) sangat berperan penting, bahkan dalam pertanggungan angkutan 

muatan laut kepercayaan dan itikad baik mendapat tempat yang lebih tinggi dari

pnnsip utama lain.

Dalam praktek misalnya barang-barang yang akan dimuat atau sedang 

dimuat, atau barang-barang berada ditempat lain atau sedang dalam perjalanan ke 

pelabuhan pemuatan, tidak mungkin bagi penanggung melakukan pemeriksaan 

langsung terhadap barang-barang tersebut untuk tujuan memperoleh kepastian atas
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kebenaran keterangan dan fakta yang disampaikan oleh tertanggung . Demikian 

pentingnya asas itikad baik (good faith) sehingga dalam pasal 17 MIA 1906 

ditegaskan bahwa “ a contract based upon the utmost good faith ( peijanjian 

pertanggungan angkutan muatan laut merupakan perjanjian yang didasarkan kepada 

itikad baik tertentu )

Prinsip itikad baik dilaksanakan dalam setiap peijanjian (Pasal 1338 ayat 3 

KUHPerdata) termasuk juga dalam peijanjian asuransi. Selain 

KUHPerdata unsur itikad baik juga diatur secara khusus yaitu dalam Pasal 251 

KUHDagang, yang berbunyi:

“setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak 

memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik 

ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan 

syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan ”

diatur dalam

Dari ketentuan Pasal 251 KUHDagang tersebut dapat diketahuinya adanya

3 hal yaitu3:

1. Memberikan keterangan yang keliru

2. Memberikan keterangan yang tidak benar

3. Tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang tidak diketahui.

3 Radiks Purba, Asuransi Angkutan Laut, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 13 
Man Suparman Sastrawidjaja, Endang SH, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung 

Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 30
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Keterangan tersebut sudah pasti sangat diperlukan untuk mengukur resiko 

dan menjadi alat keputusan bagi penanggung menerima pertanggungan atau tidak. 

Ada anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai objek yang 

akan diasuransikannya, sedangkan penanggung tidak. Dipihak lain ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 251 KUHDagang ini dirasakan terlalu memberatkan tertanggung 

dengan alasan4:

1. Ancaman batalnya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik

2. Tidak ada kesempatan memperbaiki kekeliruan bagi tertanggung dalam 

memberikan keterangan.

Selain itu perlu juga dipertanyakan bagaimana jika penanggung tidak 

menanyakan, dan tertanggung tidak mengetahui, tertanggung kemudian dianggap 

bahwa ia seharusnya mengetahui bahwa keterangan yang tidak diberikan itu adalah 

penting bagi penanggung, dengan kata lain tertanggung dianggap tidak 

memberitahukan keterangan yang tidak diharapkan. Salah satu contoh kasus Lambert 

melawan sebuah Perusahaan Asuransi, Hakim memutuskan bahwa penanggung 

dibebaskan atas klaim biaya sebuah perhiasan yang diasuransikan karena si 

tertanggung tidak memberitahukan bahwa suaminya adalah bekas narapidana, namun 

Hakim menganjurkan agar penanggung sebaiknya membayar klaim dari tertanggung 

karena tertanggung adalah awam atas ketentuan yang tercantum dalam polis atau

4 Radiks Purba, Op.Cit, hlm. 30
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dengan kata lain tidak dapat diharapkan memberi keterangan yang selalu relevan bagi 

penanggung5.

Khusus mengenai pemberitahuan yang keliru (misrepresentation / non 

disclosure), sekretariat UNCTAD (sebuah organisasi negara-negara berkembang) 

meminta perhatian bahwa tertanggung tidak selalu dapat mengetahui keterangan yang 

mana mengenai resikonya, yang relevan bagi seorang yang lain, yaitu penanggung6. 

Inilah yang menjadi permasalahan penerapan Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHL) 

dalam melakukan pembatalan atas dasar pemberitahuan yang 

(misrepresentation / non disclosure) tidak membedakan 2 hal yaitu :

1. misrepresentation / non disclosure yang dilakukan secara innocently ( tanpa

keliru

itikad buruk) atau

2. misrepresentation / non disclosure tersebut dilakukan secara fraudulent.

Permasalahan asuransi seringkah membuat konsumen di posisi yang lemah, 

hubungan antara perusahaan asuransi memang telah diatur dalam peijanjian yang 

mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaan posisi 

antara nasabah/ konsumen seringkah timpang, dimana isi dari peijanjian dibuat 

dengan kata-kata yang sulit, klausul baku sehingga 

memahami sebagian dari isi peijanjian dengan kata lain konsumen tidak mengetahui 

dan tidak memahami secara mendalam konsekuensi yuridis dari isi perjanjian.

nasabah kadang hanya

5 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan 
Tentang Perjanjian Asuransi, Departemen Kehakiman RI, 1994, hlm. 66

6 lbidy hlm. 34
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Dampak yang terjadi adalah si konsumen tidak tahu apa yang menjadi haknya, karena 

kurangnya informasi yang benar dari pihak penanggung,

Dalam asuransi itu sendiri ada yang dinamakan warranty asuransi, yaitu 

sesuatu yang menjadi kewajiban dari tertanggung sesuai dengan perjanjian sehingga 

perjanjian itu dapat berlaku. Warranty dibagi menjadi 2 yaitu implised warranty yaitu 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung tetapi tidak disebutkan / tercatat 

dalam polis, contohnya dalam pengangkutan kapal ada kewajiban yang harus 

dipenuhi tanpa disebutkan dalam polis yaitu :

a) Setiap kapal harus layak laut sebelum berangkat

b) Kapal harus berlayar secara legal

c) Pelayaran dilakukan pada waktu yang layak7.

Ada juga yang dinamakan dengan expressed warranty yaitu kewajiban yang 

dipenuhi oleh tertanggung yang tercatat didalam polis atau dibuat dalam suatu 

dokumen penunjang. Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian 

pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis walaupun perjanjian itu 

bersifat konsensual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257 KUHD. Menurut 

undang-undang, polis harus dibuat oleh tertanggung, diajukan kepada penanggung 

untuk ditandatangani.

Dalam waktu 24 jam penanggung harus mengembalikan polis itu kepada 

tertanggung sesudah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Pasal 259, di Pasal 

tersebut dikatakan bahwa polis ditentukan oleh tertanggung bukan oleh penanggung.

7 Radiks Purba, Op.Cit, hlm. 20
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7

Hal ini disengaja oleh pembuat oleh undang-undang, agar kedudukan tertanggung 

pada umumnya ekonomis lebih lemah daripada penanggung agar mendapat 

perlindungan, tetapi dalam prakteknya polis itu sudah disiapkan okeh penanggung 

sedangkan tertanggung berhak mengoreksinya.

Ketentuan Pasal 259 ini juga menyimpulkan bahwa inisiatif untuk 

mengadakan pertanggungan datang dari pihak tertanggung,walaupun dalam 

prakteknya inisiatif bukan hanya datang dari pihak tertanggung tetapi juga dari pihak 

penanggung, dengan membuat polis yang sudah distandardisir yang memuat syarat- 

syarat dan klausula yang termuat didalamnya. Setelah polis ditandatangani oleh 

kedua belah pihak maka jadilah polis sebagai alat bukti apabila teijadi kerugian. 

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 

namun adakalanya kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak 

seimbang, yang pada akhirnya melahirkan perjanjian yang tidak menguntungkan bagi 

salah satu pihak khususnya tertanggung.

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa keuntungan 

kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan perjanjian baku atau klausula baku 

dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih 

dominan dari pihak lainnya8. Dikatakan baku karena karena perjanjian tersebut tidak 

dapat dinegosiasikan atau tawar-menawar (take it or leave it).

yang

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53
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Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam peijanjian cenderung 

merugikan pihak yang dominan, apalagi membuktikan tidak adanya kesepakatan 

pada saat dibuatnya perjanjian tersebut atas klausula baku misalnya dalam polis 

bukanlah hal yang mudah. Undang-Undang Perlindungan konsumen merumuskan 

klausula baku sebagai “ setiap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 

dalam suatu dokumen dan atau peijanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen”9.

Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen dikatakan

bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen

dimana klausula baku tersebut mengakibatkan :

a. Pengalihan tanggung j awab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran;

9 Baca Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
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e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan 

baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 

oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Kewajiban memberi informasi sebenarnya bukan hanya datang dari pihak 

tertanggung saja tetapi juga datang dari pihak penanggung, apa yang menjadi 

kewajiban yang tertulis dalam polis dan juga yang tidak tercantum dalam polis. 

Apabila hal itu telah berjalan maka terciptalah apa yang dinamakan prinsip itikad

g-

baik yang sempurna. Apabila diperhatikan sebaliknya Pasal 251 KUHD hanya

mengatur secara sepihak tentang keterangan dan informasi yang baik.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999,

semakin mempertegas bahwa hak-hak konsumen perlu dilindungi khususnya dalam 

memperoleh informasi yang baik mengenai produk suatu barang ataupun jasa 

khususnya dari perusahaan asuransi. Adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen menjadi alat bagi konsumen sebagai aturan yang menyeimbangkan 

kesetaraan itikad baik dengan pelaku usaha, yang mungkin sebelum lahirnya undang-
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undang ini prinsip itikad baik hanya berjalan secara sepihak dan tidak dapat 

dilawankan dengan undang-undang yang lain yang membela hak konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dipertanyakan penerapan dari Pasal 251 

KUHDagang yang mungkin mengandung penggambaran yang keliru dalam 

penerapannya dan permasalahan hukum yang timbul dari penerapan pasal tersebut, 

maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

“ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 251 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM DAGANG TENTANG PRINSIP ITIKAD BAIK (UTMOST

GOOD FAITH) DALAM ASURANSI DALAM KAITANNYA DENGAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 251 KUHDagang tentang prinsip 

itikad baik {utmost good faith) dalam asuransi dikaitkan dengan Perlindungan

konsumen ?

2. Bagaimanakah hubungan penerapan Pasal 251 KUHDagang dengan hak 

mendapat informasi yang baik dalam kaitannya dengan Perlindungan 

Konsumen?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah,maka ruang lingkup pembahasan 

dalam skripsi ini dibatasi pada analisis penerapan Pasal 251 KUHDagang yang
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dihubungkan dengan hak mendapat informasi yang baik dalam Undang- Undang

Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan Penelitian .

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan ketentuan dari Pasal 251 KUHD 

tentang prinsip itikad baik (utmost good faith) dalam asuransi dikaitkan

dengan Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan penerapan Pasal 251 KUHD

dengan hak mendapat informasi yang baik dalam kaitannya dengan

perlindungan konsumen.

E. Manfaat Penulisan

1. Segi Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tentang 

perlindungan konsumen dalam asuransi.

2. Segi Praktis, penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

penerapan pasal 251 KUHDagang dalam praktek di Peradilan.
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F. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam melakukan penulisan ini adalah 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha 

mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif, maksudnya adalah 

mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dari aturan hukum Asuransi dan 

hubungannya dengan perlindungan konsumen, disamping hal tersebut penelitian juga 

menggunakan data empiris dengan tujuan untuk mendapat data primer sebagai data

pelengkap.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Data Sekunder, yaitu terdiri dari:

a. L Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

a.2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999:

a.3 Buku-buku umum tentang hukum dan buku-buku khusus tentang Hukum 

Asuransi dan Hukum Perlindungan konsumen. 

a.4 Putusan-putusan Pengadilan yang berhubungan dengan penerapan pasal 251

KUHDagang.

b. Data Primer, yaitu data tertulis dan wawancara yang diperoleh dari lapangan yaitu 

di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan 

data dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan hukum yang berhubungan

dengan penulisan ini, yaitu :

a. Data kepustakaan

b. Data lapangan

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, baik dari data primer maupun

data sekunder yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis sehingga

diambil suatu kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)

Cabang Palembang.
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